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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, salah 

satunya unsurnya adalah adanya pelaksanaan pemilu. Pemilihan Umum Dan pemilihan 

Kepala Daerah sudah diatur dalam UUD NKRI dalam pasal 18 ayat 4 yang isi nya 

berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala Pemerintahan 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis”. Pasal ini dianggap 

sudah mencakup keseluruhan mengenai bagaimana model Pemilihan Umum atau 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsungmaupun tidak1. Sistem politik di Indonesia 

saat Pemilu maupun pilkada yang memilih anggota legislatif maupun eksekutif 

dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Anggota legislatif yang dipilih terdiri dari 

anggota legislatif pusat/parlemen tersebut adalah DPR-RI, DPRD Daerah Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/kota.  

Dalam tahapan terlaksananya pilkada bisa juga disebut sebagai aktivitas yang 

dilakukan masyarakat atau pesta rakyat dimana hal tersebut dianggap menjadi salah 

satu sarana bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin di daerahnya sendiri 

sebagai salah satu perwakilan rakyat sesuai dengan karakter yang ada pada calon kepala 

daerah. Karena kita ketahui bahwa pemilihan ini dilakukan secaralangsung tentunya 

                                                           
1 Widodo, wahyu. Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila. p. 680 
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setiap individu masyarakat bisa dengan mudah melihat dan mengetahui seperti apa 

sosok calon pemimpin yang akan mengayomi mereka nantinya.  

Hak rakyat merupakan unsur terbesar dalam menentukan pimpinan eksekutif 

maupun legislatif yang hingga saat ini tidak terlepas dari perubahan dan juga reformasi 

politik yang sudah berjalan sejak 1998, yang mana pada sebelumnya hak politik 

masyarakat di diskriminasi bahkan hanya digunakan untuk kepentingan para penguasa 

politik yang menyeleksi secara penuh para pemimpin, mengkritisi berbagai kebijakan, 

proses dialogis kritis, sehingga seluruh masyarakat bisa menyalurkan segala bentuk 

aspirasi dan kepentingannya2  

Pada pesta rakyat yang telah dilakukan, tentunya akan terpilih salah satu dari 

beberapa kandidat yang ada sebagai satu-satunya pemimpin daerah tersebut. Bahkan, 

rakyat menganggap bahwa setiap pemimpin yang berhasil menjadi pemenang dapat 

dengan bijak mewakili rakyat dengan segala aspek keinginan berpolitik pemilih. 

Tentunya tanggung jawab penuh dipikul oleh sosok terpilih pada rakyat karena 

tentunya mereka dapat terpilih berkat hak suara rakyat. Dengan begitu sikap pemimpin 

terpilih harus amanah, adil, tanggung jawab, dan terbuka dalam menjalankan tugas agar 

masyarakat merasa aman dan nyaman dengan tidak adanya rasa dibeda-bedakan.   

Sistem ketatanegaraan dinilai sukses bila seluruh kedaulatan ada digenggaman 

rakyat serta berjalan sepenuhnya sesuai konstitusi. Dengan sistem yang dianut yaitu 

                                                           
2 Hendrik, Doni. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnnya Partisipasi Politik Masyarakat 
dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. p. 138 
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sistem demokrasi tentunya setiap individu masyarakat memiliki kuasa tertinggi maka 

dari itu diadakannya pemerintahan untuk membantu kelangsungan kesejahteraan 

rakyat Indonesia. 

Pada saat masyarakat turut andil dengan keaktifannya, tentu ini menjadi suatu 

indikator implementasi diselenggarakannya penguasa tertinggi di Negara Indonesia 

yang tentu diberikan kewenangan dari rakyat yang dilihat dari partisipasi di pilkada. 

Karena tingginya tingkat partisipasi politik berindikasi bahwa seluruh masyarakat ikut 

serta, paham, dan tentunya terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan negara. 

Namun, jika terjadi sebaliknya dengan rendahnya partisipasi rakyat akan berindikasi 

tidak adanya minat dan apresiasi pada setiap individu itu sendiri3. 

Oleh sebab itu, perlu adanya partisipasi dalam segala kegiatan agar hasil yang 

ditimbulkan terasa oleh rakyat sendiri. “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” 

adalah prinsip yang dipegang negara demokrasi agar rakyat sadar terhadap 

pembangunan dengan partisipasi. Ini tentunya adalah hak dan kewajiban setiap 

individu dengan tanggung jawab yang dipegang oleh pemerintah untuk menjaga dan 

mengayomi segala kepentingan masyarakat bersama dalam sebuah peraturan 

perundang-undangan yang dikemas pada produk hukum yang di dalamnya 

menjelaskan seperti apa pembangunan dengan partisipasi masyarakat serta hal ini 

                                                           
3 Wardhani, Primandha Sukma Nur. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. p. 58 
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menjadi tanggungjawab rakyat untuk aktif berpartisipasi agar tercapai pembangunan 

yang diharapkan.  

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didorong oleh faktor individu yang 

tidak memberikan hak suaranya dalam pilkada. Apalagi pada permulaan tahun 2020 

lalu seluruh penghuni dunia terkejut oleh adanya virus covid-19 yang tersebar. 

Tentunya ini menjadi dampak buruk bagi setiap kalangan masyarakat yang memiliki 

kepentingan di luar rumah. Sebab hal tersebut sangat membuat kekhawatiran 

masyarakat meningkat ketika mengetahui bahwa virus ini dengan mudah menularkan 

penyakitnya jika bersentuhan dengan seseorang yang terinfeksi bahkan dikatakan 

bahwa penyakit ini mematikan. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan agar 

seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan dengan berjaga jarak, membersihkan 

tangan setelah bersentuhan dengan benda atau manusia, serta menutup hidung dan 

mulut menggunakan masker saat bepergian bahkan sangat dianjurkan untuk menjauhi 

kerumunan masyarakat. 

Dampak buruk yang diberikan dalam kondisi ini tak hanya pada bidang sosial 

ataupun ekonomi saja tetapi juga berdampak bagi kegiatan politik di negara. Sehingga 

pada saat adanya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 seluruh rakyat berada 

di ambang keraguan, karena pemilihan tersebut diadakan dalam situasi yang tidak biasa 

yaitu pada saat pandemi covid-19. Sebab, rakyat tidak lagi memikirkan pemilihan 

kepala daerah menjadi suatu hal penting untuk memberikan hak pilih ke tempat 
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pemungutan suara (TPS) karena berusaha mempertahankan hidup dan berjuang agar 

tidak tertular lebih dijadikan prioritas utama dalam situasi covid-19 ini.  

Penyesuaian dalam mentaati protokol kesehatan sebenarnya tidak bisa 

dikatakan sebagai hal yang mudah pada saat penyelengaraan pilkada, karena pada 

dasarnya saat adanya pemilihan umum seperti ini maka terbilang berhasil ketika 

banyak masyarakat yang memberikan hak pilihnya ke-TPS. Karena dalam situasi 

pandemi seperti ini tidak mungkin untuk membuat kerumunan yang beresiko bagi 

setiap individu, maka dari itu pihak panitia penyelenggara perlu mempersiapkan 

dengan matang mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa 

pandemi covid-19. Dirasa sulit tidak saja disebabkan belum adanya pengalaman pada 

terselenggaranya pemilihan di saat pandemi, namun hal ini juga perlu adanya anggaran 

biaya yang lebih besar. Seperti halnya salah satu solusi yang bisa mengurangi resiko 

besarnya kerumunan adalah dengan menambah fasilitas logistik dan anggota 

kepanitiaan.  

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu struktural-fungsional yang 

dikemukakan oleh Spencer, “Spencer menyatakan masyarakat merupakan suatu sistem 

baik secara implisit maupun eksplisit. Hal ini hanya bisa dipahami dalam rangka 

bekerjanya struktur yang ada dalam sistemnya, yang mana struktur itu memiliki fungsi 

sebagai pertahanan secara menyeluruh.” Dengan adanya pandemi covid-19 ini tentu 

memicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Seperti 

halnya kemungkinan pemenang ada pada kandidat A yang mana lebih baik di 
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bandingkan kandidat yang lainnya, namun dengan kurangnya tingkat partisipasi 

memungkinkan kandidat lain yang menang karena banyak nya terjadi golput 

disebabkan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya. Hal tersebut 

menjadi penting dan perlu perhatian yang cukup serius dengan kondisi dan situasi yang 

tidak memungkinkan masyarakat untuk keluar rumah apalagi menimbulkan 

kerumunan. Dengan demikian, ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mencai solusi 

yang bijaksana guna kebaikan bersama baik itu dalam tatanan pemerintah maupun 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Dengan begitu, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian mengenai 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah masa pandemi covid-19 di 

wilayah Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek. Hal ini menjadi pemicu bagi 

peneliti untuk memperdalam permasalahan ini lebih jauh sehingga terdapat solusi dan 

informasi yang detail untuk menjadi acuan pembelajaran saat adanya kegiatan 

pemilihan umum di situasi pandemi covid-19 bisa meningkatkan jumlah partisipasi 

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik.  

Peneliti mendapatkan contoh data dan referensi tambahan dari wilayah tempat 

penelitian berlangsung agar menjadi bahan dasar penyusunan Skripsi yang merupakan 

salah satu persyaratan agar peneliti dapat lulus sesuai dengan harapan bisa menambah 

informasi tentang mekanisme penyelenggaraan pilkada pada masa penyebaranwabah 

virus covid-19. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pembahasan latar belakang dan identifikasi permasalahan, 

selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahasdalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Bagaimana proses pilkada pada saat pandemi covid-19? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada saat covid-19? 

3. Bagaimana peran serta strategi pemerintah dan panitia penyelenggara dalam 

mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada saat pandemi covid-19? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

serta rumusan permasalahan yang terfokus dalam seberapa besar partisipasi masyarakat 

daerah desa Rancaekek wetan dalam pemilihan kepala daerah. Dengan begitu tujuan 

dari adanya penelitian yang dilakukan, diantaranya:  

1. Agar masyarakat tahu pentingnya proses pemilihan kepala daerah terutama 

pada masa darurat covid-19. 

2. Agar memahami tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah 

terutama pada masa pandemi covid-19. 

Agar memahami peranan dan mekanisme atau strategi pihak panitia penyelenggara dan 
pemerintah dalam membujuk rakyat untuk ikut andil memberikan hak suaranya di 
pemilihan kepala daerah di situasi covid-19. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penyusunan tugas akhir inipun terdapat manfaat yang bisa diterapkan oleh seluruh 

pihak terkait, diantaranya:    

1. Manfaat Teoritis 

Apa yang telah ditulis, tentunya diharapkan bisa menjadi manfaat terhadap 

perkembangan wawasan untuk masyarakat serta semoga bisa meningkatkan 

kualitas pendidikan terutama dalam ranah sosiologi khususnya pada partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di wilayah yang dijadikan tempat 

penelitian,  

Kemudian, hal ini juga semoga bisa menjadi tolak ukur agar dapat dipahami 

dan diaplikasikan pada keterkaitannya dengan tingkat keikutsertaan masyarakat 

sebagai yang berperan memberikan hak suaranya. Dengan begitu masyarakat 

sadar seberapa pentingnya untuk berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah. 

2. Manfaat Praktis   

Tidak hanya manfaat teoritis, tentunya penyusunan ini memiliki manfaat 

praktis terhadap para akademisi dan khalayak masyarakat di luar supaya dapat 

mengerti hal ini merupakan unsur penting dan tidak bisa disepelekan bagi 

pengetahuan masyarakat khususnya dalam partisiasi pemilihan kepala daerah. 

Serta, diharapkan agar adanya peningkatan pada penelitian ilmiah yang 

berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di 
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wilayah tertentu, terutama untuk mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

 

E. Kerangka pemikiran 

Definisi dari partisipasi masyarakat yang dipaparkan oleh Isbandi yaitu 

keterlibatan masyarakat pada metode identifikasi masalah serta kapasitas setiap 

individu, penetapan dan keputusan yang di ambil mengenai jalan keluar terhadap 

permasalahan tertentu, cara mengatasi masalah, dan bagaimana keikutsertaan individu 

pada setiap tahapan evaluasi yang berubah4. Sesuai dengan pengertian itu, setiap 

individu masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

timbul di kalangan masyarakat. 

Jika dilihat dalam arti lain menurut pendapat yang berbeda, dijelaskan 

partisipasi yaitu orang yang ikut serta secara sadar pada interaksi sosial saat waktu 

tertentu5. Oleh karenanya, baik individu maupun kelompok partisipasi dilalui dengan 

beberapa proses dengan unsur loyalitas, adat istiadat, nilai-nilai, patuh, dan tanggung 

jawab.  

                                                           
4 Akhmaddhian, Suwari & Fathanudien, Anthon. Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan 
Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan). h. 80 
5 Akhmaddhian, Suwari & Fathanudien, Anthon. Partisipasi  Masyarakat Dalam Mewujudkan 
Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan). 2015 
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Pada penjelasan lain mengenai partisipasi, mengatakan bahwa partisipasi 

politik adalah aktivitas yang dilakukan individu maupun kelompok agar turut andil dan 

aktif pada proses ruang lingkup politik, sebagai contoh adalah mengikuti pemilihan 

umum, memberikan pengaruh kegiatan seseorang kelompok atau organisasi untuk ikut 

secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya, ikut pemilu, memengaruhi dalam 

mengambil suatu keputusan serta mengikuti organisasi atau partai politik. Maka, hal 

ini bisa disebut juga suatu aktivitas yang diikuti individu atau secara berkelompok pada 

partisipasi aktif padaranah politik terhadap pilkada atau pemilu secara langsung atau 

tidak yang memberikan pengaruh bagi pemerintah6. 

Pada definisi lain, Partisipasi politik dijelaskan sebagai unsur penting pada 

pengimplementasian terselenggaranya kekuasaan paling tinggi yang dipegang oleh 

rakyat sebagaiyang berdaulat, serta perwujudan partisipasi masyarakat terhadap proses 

pemilihan umum (pemilu)7. 

Salah seorang pakar sosiologi Syaikh Taqyuddin An-Nabhani menjelaskan 

definisi masyarakat, "beberapa manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat jika 

mereka memiliki pikiran, perasaan, bahkan suatu sistem atau norma yang sesuai dan 

tidak berbeda”. Dengan tidak adanya perbedaan tersebut maka masyarakat itu dapat 

memiliki hubungan dalam berinteraksi dengan satu dan lainnya sesuai dengan 

                                                           
6 Kaelola, p. 222 dalam Wardhani, Primandha Sukma Nur. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam 
Pemilihan Umum. 2018 
7 Wardhani, Primandha Sukma Nur. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. 2018 
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kepentingan masing-masing8. Oleh karena itu, timbul anggapan terhadap sesama 

bahwa setiap individu saling berkesinambungan dalam mencapai cita-cita bersama 

lantaran setiap masyarakat tentu saling berinteraksi dalam komunikasi sehingga label 

makhluk sosial menjadi hal yang tidak asing didengar.  

Pilkada atau yang dijabarkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah didefinisikan sebagai suatu sistem pemilihan dengan tujuan mencari kepala 

daerah dan wakilnya secara langsung dipilih oleh rakyat dalam Negara Indonesia 

negara demokrasi sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan ini 

tentunya mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati; Pemilihan Walikota beserta wakilnya9.  

Proses pilkada tentu dilaksanakan secara langsung oleh semua individu 

masyarakat yang sudah dewasa yan sesuai dengan syarat dan terdaftar sebagai 

penyelenggara pemilihan kepala daerah. Kegiatan pemilihan ini dilaksanakan oleh 

pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik provinsi maupun kabupaten/kota yang 

tentu diawasi oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) di wilayah tertentu. Sehingga, 

seluruh tahapan dari penerimaan daftar bakal calon sampai pengumpulan surat suara 

dilakukan oleh kpu setempat sebagai penyelenggara.  

                                                           
8 Akhmaddhian, Suwari & Fathanudien, Anthon. Partisipasi  Masyarakat Dalam Mewujudkan 
Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan). 2015 
9 Putra, R., Suprayogi, A., & Kahar, S. (2013). Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count 
Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat), h. 253. 
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Sedangkan KPU Daerah kabupaten/kota menjalankan tugas untuk mengawasi 

pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan dari kantor pusat.aturan-aturan 

tersebut meliputi berbagai macam unsur yang berkaitan dengan pemilihan kepala 

daerah seperti pendaftaran calon, kampanye, mekanisme dan metode kelengkapan 

pilkada hingga proses pelaksanaan hitung surat suara yang menjaditahapan final dari 

terselenggaranya kegiatan pemilihan kepala daerah10. 

 Seperti yang diketahui seluruh masyarakat dunia, terutama Indonesia yang 

mengalami bencana wabah virus covid-19 pada permulaan tahun 2020 yang 

memberikan kesan khawatir dan ketakutan bagi seluruh penduduk karena hal ini 

merupakan penyakit yang menular dengan sangat mudah dan cepat apalagi saat 

beraktivitas di luar ruangan. Sebab, virus yang tersebarini bukanlah halyang bisa 

disepelekan karena bisa menghilangkan nyawa manusia yang terinfeksi bahkan mudah 

menular dengan hanya bersentuhan saja, maka seluruh pihak berwenang menganjurkan 

agar semua penduduk diam di rumah dan menjaga stabilitas imun tubuh.  

Saat salah seorang masyarakat beraktivitas di luar rumah protokol kesehatan 

dianjurkan untuk tetap menjauhi kerumunan, berjaga jarak antar satu sama lain, Jika 

seseorang akan melakukan di luar rumah pemerintah memberikan arahan untuk tetap 

menjaga jarak, menjauhi atau menghindari kerumuna, menggunakan masker saat 

                                                           
10 Yoserizal, K. d. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala daerah. Jurnal Kebijakan 
Publik, Volume 4, Nomor 1, h. 67. 
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berada di luar rumah, dan selalu mencuci tangan ketika bersentuhan dengan benda dan 

sesama manusia terutama pada saat sedang di luar rumah.  

Melakukan segala aktivitas di dalam rumah adalah salah satu upaya pencegahan 

yang dilakukan supaya masyarakat terhindar dari wabah yang sedang menjamur di 

pelosok nusantara, bahkan seluruh kegiatan belajar mengajar serta kerja pun dilakukan 

secara daring sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah di masa darurat pandemi 

covid-19 ini.  

Hal itu dikenal khalayak sebagai pembatasan sosial berskalabesar (PSBB) yang 

tentunya berakibat pada berbagai bidang kehidupan terutama ekonomi dan sosial 

namun tak hanya itu saja bidang politik. Seperti dalam pemilihan kepala daerah yang 

dilaksanakan pada 2020 lalu beberapa orang ragu untuk sekedar datang 

menyumbangkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara terdekat karena mereka 

lebih merasa khawatir jika mereka akan terinfeksi virus yang mematikan ini.  

Hadir untuk memberikan hak pilihnya di TPS tentu saja akan memicu besarnya 

kerumunan di satu wilayah tertentu dan ini adalah hal yang menjadi permasalahan jika 

dilihat dari segi politik apalagi dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Maka dari itu 

pemilihan kepala daerah secara serentak 2020 kemarin dianggap sebagai kelinci 

percobaan terhadap penyelenggaraan pilkada di masa pandemi covid-19, dengan 

mengikuti anjuran pemerintah agar senantiasa menjaga jarak antar sesama, selalu 

mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, dan menjauhi kerumunan. Maka dari 

itu hal tersebut dianggap sebagai tugas yang berat dan penuh tantangan bagi setiap 
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individu masyarakat terutama para panitia penyelenggara sehingga bisa menurunkan 

tingkat penambahan kasus yang tertular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 bagan kerangka pemikiran  

 

F. Permasalahan Utama 

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, tentunya 

penelitian ini memiliki pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar acuan pada 

penelitian yang dilakukan. Beberapa masalah itu kemudian di identifikasi pada 

beberapa poin, yaitu:   

PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH PADA MASA COVID-19 

 PERAN DAN STARTEGI PEMERINTAH DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SAAT COVID-19 

STRATEGI PANITIA DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DI MASA COVID-19 

SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA 

DARURAT PANDEMI COVID-19 
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1. Setiap individu masyarakat turut berperan aktif pada proses pemilihan kepala 

daerah secara langsung pada situasi covid-19. 

2. Rakyat berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya saat pencoblosan di masa 

pandemi covid-19. 

3. Peran aktif masyarakat saat pemilihan, baik sebagai rakyat yang memilih 

maupun sebagai salah satu anggota kepanitiaan penyelenggara yang menjadi 

tim sukses proses pemilihan kepala daerah di Rancaekek, 

4. Masyarakat tetap mengikuti proses kegiatan pemilihan kepala daerah 

walaupundalam situasi darurat covid-19. 

5. Seluruh anggota panyelenggara berperan dan mengkoordinasikan tingkat 

partisipasi masyarakat pada saat pilkada di masa covid-19. 

6. Teknik dan anjuran pemerintah agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

berjalan lancar teruama pada masa darurat covid-19. 

G. Penelitian Terdahulu 

Peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai salah satu acuan yang 

signifikan dan sesuai agar menambah kelengkapan penyusunan tulisan ini. Karya tulis 

sebelumnya yang tentunya membahas permasalahan yang mirip dengan apa yang akan 

dibahas oleh peneliti. Sehingga adanya barometer terhadap apa yang akan dibahas 

dengan penelitian yang sebelumnya. Beberapa karya penelitian sebelumnya yang 

dijadikan acuan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:  
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Kesatu, rujukan yang dibawa oleh peneliti adalah karya tulis yang disusun oleh 

Komperensi dan Yoeserizal11 yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah yang mana tulisan ini mencakup keikutsertaan masyarakat di wilayah 

Kabupaten Kuantan Singingi dalamrangka pemilihan kepala daerah pada tahun 2011. 

Dalam tulisan ini dinilai sudah cukup baik, dalam artian seluruh rakyat pada wilayah 

itu ada keinginan untukikut andil pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 

Kabupaten Kuantan Singingi.  

Dalam penelitian itu, terdapat rendahnya keikutsertaan masyarakat pada 

kegiatan pilkada, sebab orang-orang yang terdaftar itu sudah tidak tinggal diwilayah 

itu lagi. Namun hal yang mempengaruhi pada partisipasi dalampilkada di wilayah 

Kuantan Singingi yaitu terdapat keinginan dan merasa mampu untuk memberikan hak 

suaranya di daerah itu. Sedangkan adanya keinginan untuk berperan aktif ataupun pasif 

dalam kegiatan yang diselenggarakan negara itu berdampak pada memilih untuk tidak 

ikut serta jika mereka tidak terdaftar di wilayah tertentu bahkan kurang berinisiatif 

sendiri. Dalam hal lain seperti pada faktor kemampuan, itu adalah suatu usaha yang 

dilaksanakan supaya masyarakat memberikan hak suaranya serta menerima dengan 

lapang segala hasil final dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. 

Selanjutnya, yang dijadikan sebagai rujukan penelitian ini adalah karya tulis 

ilmiah ciptaan Doni Hendrik12 yang diberi judul Variabel-Variabel Yang 

                                                           
11 Yoserizal, K. d. (2013). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALADAERAH. h. 67. 
12 Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnnya Partisipasi Politik 
Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. h. 138. 
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Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota 

Dan Wakil Walikota Padang 2008. Dalam hasil penelitian ini, sesuai dengan hasil data 

yang diteliti yaitu hasil akhir rekapitulasi suara yang di dapat pada wilayah Padang 

dalam pemilihan kepala daerah hanya sebesar 51% , yang merupakan hal baru yang 

dirasakan karena biasanya jumlah keiutsertaan masyarakat selalu diatas 75% dalam 

pilkada sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, unsur apa yang memberikan pengaruh 

terhadap rendahnya partisipasi masyarakat terutamadi daerah Padang di tahun 2008 

silam. Ternyata, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketimpangan dalam 

hal komunikasi sehingga berdampak pada tidak adanya kesadaran dari tiap individu 

masyarakat Padang yang berpengaruh pada kegiatan Pilkada tersebut.  

Kedua penelitian yang dijadikan acuan yang tentunya memiliki hal serupa yaitu 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan apa yang menjadi faktor 

tingkat partisipasi dalam terselenggaranya pilkada. Namun, tentunya ada perbedaan 

yang signifikan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu wilayah yang 

dijadikan tempat penelitian apalagi penelitian dilakukan dalam situasi berbeda yaitu di 

masa covid-19. Sehingga, diusahakan menyusun penelitian ini lebih baik agar 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 


